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ABSTRAK 
 
Anita Delviana (B11108871), Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik 
dalam Sistem Presidensial Indonesia, dibimbing oleh Anshori Ilyas 
(selaku Pembimbing I) dan Zulkifli Aspan (selaku Pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koalisi partai 
politik dalam sistem Presidensial Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum koalisi 
partai politik dalam membentuk pemerintahan yang efisien. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang berkaitan 
dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Serta pengkajian data-
data yang berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisis dan data 
lainnya yang dapat dijadikan sebagai data sekunder untuk menunjang 
penelitian yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung dalam 
penulisan skripsi ini. 
 
Temuan yang dapat diperoleh bahwa perpaduan presidensial dan sistem 
kepartaian multipartai di Indonesia memiliki implikasi politik terhadap 
konfigurasi dan pola koalisi di lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, 
Secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian 
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling 
sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah 
nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik 
untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat 
memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan 
kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari 
kehidupan bersama tersebut. Negara merupakan cara-cara dan batas-
batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan 
bersama itu, baik untuk individu dan golongan atau asosiasi maupun oleh 
negara itu sendiri. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan 
membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan 
bersama. 
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena 
mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih 
agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari 
masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup 
dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan 
mereka. Masyarakat merupakan negara yang jika cara hidup yang harus 
ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh 
suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.1 
Sedangkan itu, Soekarno mendefenisikan bahwa negara adalah 
organisasi masyarakat yang mempunyai daerah dan teritorial yang 
                                                             
1
 J.J. Van Schmid, 1980, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, Pustaka 
Sarjana, Jakarta, hlm. 105 
2 
tertentu, dimana kekuatan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverein. 
Dan Menurut Logemann, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan 
yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan 
suatu masyarakat.2 
Bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara 
merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses 
tersebut sebagai berikut:3 
1) Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. 
2) Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan. 
3) Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya adalah merdeka, 
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
Dan negara menunjukkan 3 (tiga) kenyataan yaitu:4 
1) Kekuasaan tertinggi. 
2) Wilayah (lingkungan kekuasaan). 
3) Warga negara (Nationalen, staatsburgers) atau Bangsa-Negara 
(Staatsvolk) 
Namun selain daripada itu, kita dapat melihat sisi lain lagi mengenai 
negara melalui faktor terbentuknya negara, sebagian teori mengatakan 
bahwa negara terbentuk melalui faktor etnis yang disebabkan oleh 
sekelompok manusia yang mendiami wilayah yang mempunyai cita-cita 
yang sama, baik fisik, budaya, adat istiadat, bahasa dan agama untuk 
membentuk sebuah negara bangsa. Dan faktor selanjutnya adalah faktor 
                                                             
2
 E. Utrecht, 1950, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT. Penerbit dan Balai Buku 
Ikhtiar, Jakarta, hlm. 329 
3
 Niken Octa Silviana, 2010, Teori-teori Terbentuknya Negara, Bandung, hlm. 7 
4
 E. Utrecht, Op.Cit, hlm. 340 
3 
politis, yaitu adanya sekelompok manusia dengan latar belakang sejarah 
yang sama, senasib dan sepenanggungan dan mereka bersepakat hidup 
bersama yang mempunyai cita-cita membentuk sebuah negara bangsa.5 
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terbentuk secara 
politis, jadi memang pada dasarnya kekuatan atau naluri politis telah 
mengilhami lahirnya negara ini. Paham mengenai negara ini tumbuh di 
Indonesia dikarenakan adanya hubungan dengan dunia Barat melalui 
perdagangan yang kemudian berubah menjadi hubungan kolonisasi. 
Berdasarkan hal tersebut menjadi dasar bahwa negara Indonesia 
mendapat dorongan dari luar.6 
Indonesia sendiri yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah 
negara hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah negara yang berdasar pada hukum (rechtsstaat), tidak berdasar 
atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan pada sistem 
konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak 
terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib yang harus dijunjung oleh 
setiap warga negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan 
hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan 
dengan hukum. 
                                                             
5
S. Rodhiyah Dwi Istinah (Bahan Ajar), Negara Hukum dan Demokrasi, Sliet. 4 
(powerpoint) 
6
 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial, Publishing, Yogyakarta, hlm. 
179 
4 
Untuk menjalankan sebuah negara, dibutuhkan sebuah sistem 
pemerintahan. Sistem pemerintahan diperlukan guna menjaga kestabilan 
sebuah negara. Secara luas, sistem pemerintahan merupakan suatu 
tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari 
hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan pemerintahan 
pusat dan bagian ditingkat lokal. Sistem pemerintahan adalah suatu 
tatanan atau struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan 
sebagian organ negara di tingkat pusat, khususnya antara eksekutif dan 
legislatif.7 
Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan 
republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial dimana 
Presiden Negara Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai 
kepala negara (head of state) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan 
(head of government) dan mengangkat serta memberhentikan para 
menteri yang bertanggungjawab kepadanya sebagaimana yang tercantum 
dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.8 Sistem 
pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana 
kedudukan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan 
rakyat, dengan kata lain bahwa kekuasaan eksekutif berada di luar 
pengawasan (langsung) parlemen. 
Namun, sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia dapat 
menjadi pembahasan yang menarik, dikarenakan pada umumnya negara 
yang menggunakan sistem presidensial hanya memiliki sistem kepartaian 
                                                             
7
 E. Utrecht, Op.Cit, hlm. 27 
8
 Lihat Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 
5 
dua partai saja. Seperti yang terjadi pada sistem pemerintahan Amerika 
Serikat. Hal tersebut sangat erat kaitannya terhadap penguatan 
pemerintah, dimana apabila Presiden terpilih tersebut adalah dari Partai 
Demokrat maka secara otomatis Partai Republik akan menjadi pihak yang 
oposisi dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut menjadi dasar terwujudnya 
check and balances oleh eksekutif dan legislatif. 
Penerapan dari pemilu di Indonesia memunculkan adanya sistem 
multipartai yang dianggap merupakan salah satu bentuk dari 
demokratisasi yang selalu berjalan mencari bentuk yang tepat dan sesuai 
dengan kondisi rakyat Indonesia. Namun, dalam perjalanan penerapan 
sistem multipartai di Indonesia setelah reformasi ini, masih juga 
menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan teori 
sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara harus selaras 
dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Dan juga 
karena adanya keterkaitan yang erat antara upaya penataan sistem politik 
yang demokratis dengan terwujudnya sistem pemerintahan dengan baik 
dalam rangka penyelenggaraan negara. 
Perpaduan sistem presidensial dan multipartai di Indonesia juga 
memiliki implikasi politik terhadap konfigurasi dan pola koalisi politik. 
Dinamika koalisi sejak era reformasi memperlihatkan sebuah fenomena 
seiring proses demokrasi yang sedang mencari bentuk idealnya. Koalisi 
menjadi pilihan yang tidak terelakkan di tengah kehadiran sistem 
multipartai. 
Koalisi di dalam sistem presidensial menjadi penting ketika 
lembaga eksekutif dan lembaga legislatif memiliki ruang intervensi yang 
6 
lebih terhadap kerja di pemerintahan seperti yang terjadi di Indonesia. 
Pemerintah merasa perlu membangun koalisi yang dapat menstabilkan 
dan memuluskan kebijakan dan kerja-kerja pemerintahan. Mengenai hal 
tersebut, koalisi dibangun pemerintah dengan pembagian kursi kekuasaan 
sebagai ikatan koalisi, hal itulah yang tampak di dalam proses demokrasi 
sejak era reformasi. Walaupun dalam perjalanan koalisi mengalami 
beragam bentuk penekanan dan di dalam pelaksanaannya pun juga 
demikian, namun pemerintahan yang terbentuk sejak era reformasi tidak 
dapat dilepaskan dari koalisi partai politik. 
Di Indonesia sendiri sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan 
negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan 
menerapkan sistem multipartai yang berimplikasi pada koalisi kepartaian 
di dalamnya, sehingga akan memunculkan pertanyaan bagaimanakah 
koalisi partai partai politik dalam sistem presidensial Indonesia dan sejauh 
manakah koalisi partai politik dalam membentuk pemerintahan yang 
efektif. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun 
skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik dalam 
Sistem Presidensial Indonesia“. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, 
maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah koalisi partai politik dalam sistem presidensial 
Indonesia? 
7 
2. Bagaimanakah implikasi hukum koalisi partai politik dalam 
membentuk pemerintahan yang efisien? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 
menurut penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan koalisi partai politik dalam 
sistem presidensial Indonesia.  
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum koalisi partai 
politik dalam membentuk pemerintahan yang efisien. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan 
oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu 
hukum pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Tata 
Negara. 
b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada 
khususnya terutama ilmu Hukum Tata Negara. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman 
mengenai kedudukan dan fungsi Wakil Menteri dalam sistem 
pemerintahan di Indonesia.  
8 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Negara Hukum 
1. Sejarah Negara Hukum 
Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum sebenarnya 
sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu 
Kenegaraan. Cita negara pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan 
kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.9 Ditinjau dari 
perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan 
kenegaraan, gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang 
semenjak 1800 S.M.10 Menjadi dasar atas perkembangan awal pemikiran 
Negara Hukum adalah pada masa Yunani Kuno. Menurut Jimly 
Asshiddiqie, gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari 
tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani Kuno menjadi sumber dari 
gagasan kedaulatan rakyat.11 
Pemikiran negara hukum dimunculkan Plato melalui karya 
monumentalnya yakni Nomoi. Plato dalam karyanya tersebut sudah 
menganggap adanya hukum untuk mengatur warga negara. Pemikiran 
tersebut dilanjutkan oleh Plato ketika mencapai usia lanjut dengan 
memberikan perhatian yang tinggi pada hukum. Pada dasarnya, ada dua 
macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan yaitu, pemerintahan 
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yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang tidak dibentuk 
melalui jalan hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik 
adalah yang diatur oleh hukum.12 
Ajaran Plato kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Aristoteles 
yang lahir di Macedonia. Karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah 
negara adalah Politica. Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-
322 S.M) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin 
keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi 
tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai 
dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap 
manusia agar setiap manusia bisa menjadi warga negara yang baik. 
Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 
yang sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa 
sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.13 
2. Konsep Negara Hukum 
Pemikiran mengenai konsep negara hukum terus berkembang, 
maka banyak pendapat yang mengemukakan diseputar negara hukum. 
Konsep negara hukum yang dikenal pada umumnya yaitu rechtstaats dan 
the rule of law. Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem 
hukum Eropa Kontinental. Ide mengenai rechtstaats mulai popular pada 
abad ke-XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh 
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absolutism raja.14 Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum 
Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich 
Julius Stahl. Di sisi lain paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert 
Ven Dicey (A.V. Dicey) pada tahun 1885, dengan menerbitkan bukunya 
“Introduction to Study of the Law of the Costitution”.Paham the rule of law 
bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law System.15 
Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya 
“Methaphysiche Ansfanggrunde der Rechtstaats”, paham negara hukum 
dalam arti sempit, menempatkan fungsi recht dan  staat, hanya sebagai 
alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara yang diartikan 
secara pasif, bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan 
masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan 
nachtwachkerstaats (negara jaga malam) bertugas menjamin ketertiban 
dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada 
persaingan bebas (free fight), laisez faire, laisez ealler, siapa yang kuat 
dia yang menang.16 
Pemikiran Immanuel Kant memberi inspirasi dan mengilhami F.J. 
Stahl dengan lebih memantapkan prinsip liberalism bersamaan dengan 
lahirnya kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, yang memberi fungsi 
negara menjadi dua bagian yaitu pembuat Undang-Undang (the making of 
law) dan pelaksana Undang-Undang (the executing of law).17 
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Konsep atau sistem Anglo saxon mempunyai tiga makna atau 
unsur:18 
1. Adanya supremasi hukum (The absolut supremacy of 
predominance of regular law), supremasi absolut atau predominasi 
dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power 
dan meniadakan kesewenang-wenangan, preogratif atau 
discretionary authority yang luas dari pemerintah. 
2. Persamaan di muka hukum (Equality before the law), persamaan di 
hadapan hukum yang sama dari semua golongan kepada ordinary 
law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti 
bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat 
maupun warga Negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum 
yang sama; tidak ada peradilan administrasi Negara. 
3. Konstitusi yang berdasarkan pada hak-hak perseorangan (the law 
of the constitution…the consequence of the right of individuals,…), 
konstitusi adalah hasil dari ordinary law of the land, bahwa hukum 
konstitusi bukanlah merupakan sumber, akan tetapi merupakan 
konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan 
oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui 
tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas hingga 
membatasi posisi crown dan pejabat-pejabatnya. 
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Konsepsi Negara hukum oleh Immanuel Kant berkembang menjadi 
Negara hukum formal, hal ini dapat dilihat dari pendapat F.J. Stahl 
mengenai Negara hukum yang ditandai oleh empat unsur pokok yaitu: (i) 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (ii) Negara 
didasarkan pada teori trias politica, (iii) pemerintahan diselenggarakan 
berdasarkan Undang-Undang, dan (iv) ada Peradilan Administrasi Negara 
yang bertugas menangani kasus perbuatan hukum oleh pemerintah. 
Perbedaan pokok antara rechstaatsdengan rule of law ditemukan pada 
unsur peradilan administrasi. Di dalam unsur rule of lawtidak ditemukan 
adanya unsur peradilan administrasi, sebab di negara-negara Anglo 
Saxon penekanan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum lebih 
ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah 
peradilan khusus untuk Pejabat Administrasi Negara. Prinsip equality 
before the law menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dan 
pejabat administrasi Negara harus juga tercermin dalam lapangan 
peradilan. Pejabat administrasi atau pemerintah atau rakyat harus sama-
sama tunduk kepada hukum dan persamaan kedudukan di hadapan 
hukum.19 
Berbeda dengan Negara Eropa Kontinental yang memasukkan 
unsur peradilan administrasi sebagai salah satu unsur rechstaats. 
Dimasukkannya unsur peradilan di dalam unsur rechtstaats, maksudnya 
untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap 
tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan 
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administrasi negara. Kecuali jika kehadiran peradilan administrasi akan 
memberikan perlindungan hukum yang sama kepada administrasi negara 
yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Dalam negara hukum 
harus diberikan perlindungan hukum yang sama kepada warga dan 
pejabat administrasi negara. 
3. Indonesia sebagai Negara Hukum 
Konsepsi Negara Hukum atau “rechtstaat” sebelum perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945 tercantum di dalam Penjelasan Undang-
Undang Dasar 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, 
konsepsi negara hukum dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, :Negara Indonesia adalah 
Negara Hukum.” Dalam konsep negara hukum tersebut, diidealkan bahwa 
yang harus dijadikan panglima di dalam dinamika kenegaraan adalah 
hukum, bukan politik ataupun ekonomi.20 
Menurut Jimly Asshiddiqie, cita negara hukum mengandung 13 
prinsip. Ketigabelas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama 
yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat 
disebut sebagai negara hukum (the rule of law, ataupun rechstaat) dalam 
arti yang sebenarnya,yaitu:21 
1) Supremasi Hukum (Supremacy of law) 
Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada 
hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, 
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konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi, bukanlah 
manusia. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum 
adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum 
dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah 
pengakuan yang tercermin dalam prilaku sebagian terbesar 
masyarakatnya bahwa hukum itu memang “supreme”. 
2) Persamaan dalam Hukum 
Adanya persamaan kedudukan setiap orang di dalam hukum dan 
pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan 
secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan tersebut, segala 
sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan 
manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, 
kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara 
yang dinamakan “affirmative actions” guna mendorong dan 
mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok 
warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga 
mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan 
kelompok sudah jauh lebih maju, misalnya adalah kelompok 
masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat 
tertentu yang kondisinya terbelakang, kaum wanita ataupun anak-
anak yang terlantar. 
3) Asas Legalitas 
Dalam setiap negara hukum, diisyaratkan berlakunya asas 
legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu 
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bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas 
peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan 
perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu 
atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang 
dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan 
administrasi harus didasarkan atas aturan “rule and procedures 
(regels)”.Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat 
kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh 
karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat 
administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai 
penyeimbang, diakui pula adanya prinsip “frijs ermessen” yang 
memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi 
negara mengembangkan dan menetapkan sendiri “beleid-regel 
(policy rules)” ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk 
kebutuhan internal secara bebas dan mandiri dalam rangka 
menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang 
sah. 
4) Pembatasan Kekuasaan 
Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara 
dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara 
vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai 
dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki 
kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, 
seperti yang dikemukakan oleh Lord Action: Power tens to 
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corrupt, and absolute power corrups absolutely”, karena itu 
kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan 
kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat “check and 
balances” dalam kedudukan yang sederajat dan saling 
mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan 
kekuasaan jika dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke 
dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal.Dengan 
begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam 
satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya 
kesewenang-wenangan. 
5) Organ-organ Campuran yang Bersifat Independen 
Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang 
berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintah 
yang bersifat “independent”, seperti Bank Sentral, Organisasi 
Tentara, dan Organisasi Kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-
lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), dan lain sebagainya.Lembaga, badan 
atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya 
berada di dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang 
berkembang menjadi independen atau berdiri sendiri sehingga 
tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala 
eksekutifuntuk menetukan pengangkatan ataupun pemberhentian 
pemimpinnya.Independen dari lembaga atau organ-organ 
tersebut dianggap penting untuk menjamin prinsip negara hukum 
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dan demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh 
pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. 
6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 
Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent in 
partial yudiciary).Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak 
harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas 
yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, 
baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan 
uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak 
diperkenankan adanya intervensi dalam proses pengambilan 
putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan 
kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan 
masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, 
hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya 
kepada kebenaran dan keadilan.Namun, dalam menjalankan 
tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus 
bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan 
menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan 
yang hidup di tengah-tengah masyarakat.Hakim tidak hanya 
bertindak sebagai “mulut” Undang-Undang atau peraturan 
Perundang-undangan, melainkan juga “mulut” keadilan yang 
menyuarakkan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah 
masyarakat. 
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7) Peradilan Tata Usaha Negara 
Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-
tiap warga negara untuk menggugat putusan pejabat administrasi 
negara dan dijalankan putusan hakim tata usaha negara 
(Administrative Court) oleh pejabat administrasi negara.Peradilan 
Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah 
yang menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-
keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang 
berkuasa.Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang 
menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara, dan 
harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu 
benar-benar dijalankan oleh pejabat tata usaha negara yang 
bersangkutan.Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata 
usaha negara ini sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak 
memihak sesuai prinsip “independent and impartial yudiciary” 
tersebut di atas. 
8) Peradilan Tata Negara (Contitutional Court) 
Negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan 
Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan, baik dengan 
perkembangannya dan berdiri sendiri di luar dan sederajat 
dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikan ke 
dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada 
sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun Mahkamah Konstitusi 
ini dalam upaya membentuk sistem “check and balances” antara 
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cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk 
menjamin demokrasi. Misalnya, Mahkamah ini diberi fungsi 
pengujian konstitusionalitas Undang-Undang yang merupakan 
produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan 
berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara. Keberadaan 
Mahkamah Konstitusi ini diberbagai negara demokrasi dewasa ini 
semakin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan 
menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern. 
9) Perlindungan Hak Asasi Manusia 
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia 
dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses 
yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri 
yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap 
manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban 
yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan 
demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak 
boleh mengurangi arti dan makna kebebasan hak-hak asasi 
kemanusiaan itu. Dengan adanya perlindungan dan 
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu menjadi pilar 
yang penting di dalam setiap negara yang disebut sebagai negara 
hukum.Jika di dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan 
atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang 
ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang 
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bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam 
arti yang sesungguhnya. 
10) Bersifat Demokratis 
Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan 
rakyat yang menjamin peran serta masyarakat di dalam proses 
pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan 
mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah 
masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak 
oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara 
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak 
dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang 
berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi 
semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, cita negara 
hukum (rechtstaat) yang dikembangkan bukanlah “absolute 
rechtstaat” melainkan “democtatiche rechtstaat” atau negara 
hukum yang demokratis. Dalam setiap negara hukum yang 
bersifat “nomokratis”  harus dijamin adanya demokrasi, 
sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin 
penyelenggaraannya berdasar atas hukum. 
11) Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara 
(Welfare Rechtstaat) 
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Hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang 
diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang 
dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang 
diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomocracy) 
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan 
sebagaimana cita-cita nasional yang dirumuskan di dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bangsa 
Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk 
mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia 
itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak 
terjebak menjadi sekedar “rule-driven” melainkan “mission-
driven”, yang didasarkan atas aturan hukum. 
12) Transparansi dan Kontrol Sosial 
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap 
setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga 
kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam mekanisme 
kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh 
peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) 
dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya 
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partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat 
melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-
satunya saluran aspirasi rakyat.Hal itulah, prinsip “represtation in 
ideas” dibedakan dari “representation in presence”, karena 
perwakilan fisik sajabelum tentu mencerminkan keterwakilan 
gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum 
yang dijalankan oleh aparatur Kepolisian, Kejaksaan, Pengacara, 
Hakim, dan pejabat Lembaga Permasyarakatan, semuanya 
memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, 
efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran. 
13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa 
Cita negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide 
kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan 
Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama 
Pancasila.Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai 
ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya 
prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai 
ke-Maha Kuasaan dan ke-Maha Esaan Tuhan yang diyakini 
sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila, karena itu 
pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan 
tertinggi yang terdapat di dalam hukum konstitusi di satu segi 
tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga 
bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha Kuasaan Tuhan 
Yang Maha Esa itu, dan pihak lain pengakuan akan prinsip 
23 
supremasi hukum itu juga merupakan pelaksanaan atau ekspresi 
kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia 
yang memutlakkan yang esa dan menjadikan hal yang relatif akan 
kehidupan antara sesama warga yang bersifat egaliter yang 
menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan 
dalam kehidupan bersama dalam wadah negara Pancasila. 
 
B. Bentuk Pemerintahan Negara 
1. Bentuk Pemerintahan 
Pemerintahan berasal dari kata perintah, dimana kata perintah 
tersebut mempunyai empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, 
yang kedua pihak tersebut saling terkait atau memiliki hubungan, pihak 
yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki 
ketaatan.22 
Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau 
dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas 
dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit 
hanya meliputi lembaga yang mengurusi pelaksanaan roda pemerintahan 
(disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain 
eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-
undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut 
yudikatif).23 
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Menurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution 
mengatakan:24 
Government in the broader sense, is changed with the maintenance 
of the peace and security of state with in and with out. It must 
therefore, have first military power or the control of armed forces, 
secondly legislative power or the means of making law, thirdly 
financial power of the ability to extract sufficient money from the 
community to defray the cost of defending of state and of enforcing 
the law it makes on the state behalf. Maksudnya pemerintahan 
dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara 
kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh 
karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau 
kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, 
harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan 
undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial 
atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam 
rangka membiayai biaya keberadaan negara dalam 
menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka 
penyelenggaraan kepentingan negara. 
 
Sementara itu Samuel Edward Finer dalam bukunya Comperative 
Government, menyatakan bahwa istilah government, paling sedikit 
mempunyai empat arti:25 
a) menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu 
melaksanakan kontrol atau pihak lain (the activity or the 
process of of roverning). 
b) menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan 
atau proses di atas dijumpai (states of affairs). 
c) menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani 
tugas-tugas untuk memerintah (people changed with the duty of 
governing). 
d) menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu 
masyarakat tertentu diperintah (the manner, method or system 
by witch a particular society is governed). 
 
Adapun pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich 
adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya 
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sendiri. Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan bahwa pemerintahan semata-
mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan 
juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.26 
Berdasarkan uraian-uraian di atas dapatlah dirumuskan bahwa 
pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang 
dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, 
yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan 
pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah oleh organ 
eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan 
negara.27 
Sehingga bentuk pemerintahan khusus menyatakan struktur 
organisasi dan fungsi pemerintahan saja dan tidak menyinggung struktur 
daerah maupun bangsanya. Dengan kata lain, bentuk pemerintahan 
melukiskan bekerjanya organ-organ tertinggi itu sejauh organ-organ itu 
mengikuti ketentuan yang tetap. 
Klasifikasi bentuk negara dan sistem pemerintahan negara dapat 
dilihat pada tabel berikut:28 
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Tabel 1. 
Klasifikasi Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Negara. 
Bentuk Negara Susunan Pemerintahan Negara Sistem 
Pemerintahan 
1. Negara Kerajaan 
(Monarchie), 
dengan sistem 
antara lain: 
a) sistem 
absolutisme; 
b) sistem terbatas; 
c) sistem 
konstitusional. 
 
2. Negara Republik, 
dengan sistem 
antara lain: 
a) sistem 
referendum; 
b) sistem 
parlementer; 
c) sistem 
presidensial. 
 
3. Aristokrasi 
(Oligarki); 
 
4. Demokrasi, meliputi: 
a) demokrasi 
langsung; 
b) demokrasi tidak 
langsung. 
 
5. Autokrasi (autokrasi 
terpimpin/autoritaren 
Fuhrerstaat/autorithi
re leiderstaat) 
1. Negara Kesatuan (unitarisme), 
negara yang bersusunan 
tunggal; 
 
2. Negara Serikat (federasi); 
Bundesstaat; negara yang 
bersusunan jamak; 
3. Perserikatan Negara-Negara, 
atau Gabungan Negara-Negara 
(staatenverbindingen) atau 
Bentuk Kenegaraan, antara lain: 
1) Serikat Negara; 
2) Negara Uni, yaitu: 
a) Uni Personel (personele 
unie); 
b) Uni riil (reele unie). 
3) Negara di bawah 
pengawasan, yaitu: 
a) Protektorat (vazal), 
b) Koloni; 
c) Mandat 
d) Perwakilan (Trusteeship). 
4) PBB (Staatnenbaund). 
5) Dominion. 
1. Presidensial; 
2. Parlementer; 
3. Quasi; 
4. Referendum. 
 
Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 194529 
yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan 
yang berbentuk Republik”. Dari kalimat tersebut tergambar bahwa the 
faunding fathers Indonesia sangat menekankan pentingnya konsepsi 
negara kesatuan sebagai defenisi hakiki negara Indonesia. Bentuk dari 
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negara kesatuan Indonesia tersebut adalah republik.jadi jelaslah bahwa 
konsep bentuk negara yang diartikan disini adalah republik merupakan 
pilihan lain dari kerajaan (monarkhi) yang telah ditolak oleh para anggota 
BPUPKI mengenai kemungkinan penerapannya untuk Indonesia 
modern.30 
2. Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara31 
a. Monarchi 
Monarchie (kerajaan, kesultanan atau kekaisaran), adalah negara 
yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun temurun dan menjabat 
untuk seumur hidup.Selain raja, kepala negara Monarchie dapat berupa 
kaisar (kaisar Jepang atau China sebelum dijajah oleh Inggris), Syah 
(Syah Iran) dan Sultan (Sultan Brunei). Contoh negara Monarchie antara 
lain: berbentuk kerajaan, yaitu: Belanda, Inggris, Norwegia, Arab Saudi, 
Yordania, Muang Thai; berbentuk kekaisaran, yaitu: Jepang; berbentuk 
kesultanan, yaitu: Brunei Darussalam; dan berbentuk Syah, yaitu; Iran. 
Beberapa macam bentuk Monarchie antara lain: Pertama, 
Monarchie mutlak (absolut), yaitu seluruh kekuasaan negara berada di 
tangan raja, raja mempunyai kekuasaan dan wewenang tidak terbatas 
(mutlak). Contoh, Perancis di bawah Louis XIV dan Louis XVI, Spanyol di 
bawah Raja Phillip II, rusia di bawah Tsar Nocholas dan 
sebagainya.Kedua, Monarchie terbatas (konstitusional/Monarchie dengan 
Undang-Undang) yaitu suatu Monarchie dimana sang raja dibatasi oleh 
konstitusi (UUD). Contoh, Kerajaan Inggris dengan konstitusinya yang 
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bersumber pada kebiasaan (konvensi).Ketiga, Monarchie Parlementer 
yaitu suatu Monarchie, dimana terdapat suatu parlemen (DPR), terhadap 
dewan mana para menteri baik perseorangan maupun secara 
keseluruhan bertanggungjawab sepenuhnya. Contoh, Kerajaan Belanda. 
b. Republik 
Republik berasal dari bahasa latin: respublica yang artinya 
“kepentingan umum”, adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang 
dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari 
dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu, misal USA selama 4 
tahun, Indonesia selama 5 (lima) tahun. Contoh negara Republik 
misalnya, Republik Indonesia, Republik Rakyat China, Republik Filipina, 
dan lain-lain. Macam-macam bentuk pemerintahan negara republik terdiri 
atas: Pertama, republik dengan sistem pemerintahan rakyat secara 
langsung (sistem referendum). Misalnya, Yunani Kuno dan Romawi Kuno. 
Bentuk ini meliputi: (1) Republik dengan sistem pemerintahan perwakilan 
rakyat (sistem parlementer). Misalnya Negara Republik Indonesia pada 
saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950; dan (2) 
Republik dengan sistem pemisahan kekuasaan (sistem 
presidensial).Misalnya Negara Republik Indonesia. 
c. Aristokrasi (Oligarki) 
Aristokrasi adalah negara dengan pemerintahan yang pemimpin 
tertingginya terletak di tangan beberapa orang biasanya dari kalangan 
golongan feodal, golongan yang berkuasa (oligo artinya beberapa). 
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Golongan orang yang memegang kekuasaan dapat dibedakan 
menurut kelahiran (kebangsawanan), umur, hak milik atas tanah, 
kekayaan kerajinan, pendidikan, fungsi-fungsi militer, dan lain-lain. 
d. Demokrasi 
Demokrasi adalah suatu negara dengan pemerintahan yang 
pimpinan tertinggi terletak di tangan rakyat (demos=rakyat, 
cratein=kekuasaan). Jadi suatu pemerintahan negara apabila kekuasaan 
negara di tangan rakyat, dimana gerak langkah negara ditentukan oleh 
kehendak rakyat. 
Menurut R. J. Gettel, suatu bentuk pemerintahan disebut demokrasi 
apabila memenuhi syarat-syarat demokrasi, antara lain: 
1. Harus didukung oleh persetujuan umum (general consten); 
2. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih 
melalui referendum yang luas atau melalui pemilu; 
3. Kepala Negara dipilih langsung atau tidak langsung melalui 
pemilu, dan bertanggungjawab kepada dewan legislatif; 
4. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar 
kesederajatan; 
5. Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap 
lapisan rakyat. 
Macam-macam bentuk pemerintahan demokrasi meliputi: Pertama, 
demokrasi langsung, yaitu negara demokrasi dimana semua warga 
negara secara langsung memilih serta ikut memikirkan jalannya 
pemerintahan, bahkan semua orang ikut memerintah. Contoh, Negara 
30 
Yunani Kuno, New England, dan negara-negara bagian Swiss (appenzell, 
gelarus, uri, dan  unterwalden). Kedua, demokrasi perwakilan, yaitu suatu 
negara dimana tidak semua warga negara ikut serta secara langsung 
dalam pemerintahan, tetapi mereka itu memilih wakil-wakil diantara 
mereka yang duduk dalam badan perwakilan (parlemen).Contoh negara 
demokrasi perwakilan, USA dengan parlemen, Indonesia dengan DPR. 
e. Autokrasi 
Autokrasi adalah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan 
negara, yang berdasarkan atas pandangan autokrat negara. Dimana 
pengangkatan atau penunjukan kepala negaranya tidak menggunakan 
sistem pewarisan (sebagaimana negara monarki dengan asas 
ketidaksamaan walaupun tidak sama persis) tetapi setiap orang berhak 
menduduki jabatan kepala negara (sebaimana negara republik dengan 
asas kesamaan walaupun tidak sama persis). 
Contoh negara aotukrasi yang berubah menjadi negara tirani, 
Monarkhi Mutlak Perancis di bawah Louis XIV dan dictator Jerman di 
bawah Adolf Hitler. 
3. Sistem Pemerintahan 
Menurut S. Pamuji bahwa suatu sistem adalah kebulatan atau 
keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau 
perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan 
atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.32 Yang kemudian 
disempurnakan menjadi suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, 
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dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen, yang pada gilirannya 
merupakan sistem tersendiri, yang mempunyai fungsi masing-masing, 
saling berhubungan satu dengan yang lainnya menurut pola, tata atau 
norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.33 
Menurut Carl J. Friedich, sistem adalah suatu keseluruhan terdiri 
dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara 
bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan 
baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.34 
Melihat pengertian antara sistem dan pemerintahan di atas maka 
sistem pemerintahan pada dasarnya adalah berbicara tentang bagaimana 
pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara 
dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara tersebut, dalam rangka 
menyelenggarakan kepentingan rakyat. 
Secara garis besar bahwa sistem pemerintahan yang dilakukan 
pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer35 atau 
presidensial36 ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi atau kondisi 
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yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semu (kuasi)37, 
misalnya kuasi parlementer maupun kuasi presidensial.38 
Adapun jenis-jenis sistem pemerintahan dapat dilihat perbedaan 
dan kesamaan dari berbagai sistem pemerintahan tersebut, yaitu dengan 
mengetahui tolak ukur pertanggungjawaban pemerintah suatu negara 
terhadap rakyat yang diurusnya. Sistem-sistem pemerintahan tersebut 
adalah sebagai berikut:39 
a. Sistem Pemerintahan Parlementer 
Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana 
hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. 
Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para Menteri terhadap 
Parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh 
dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan 
demikian, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari 
apa yang dikehendaki oleh parlemen.40 
Berangkat dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini 
merupakan kelanjutan dari bentuk negara monarki konstitusional, di mana 
kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena dalam sistem parlementer, 
Presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara. Sedangkan 
yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang 
terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggungjawab 
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sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Karena itulah Inggris 
dikenal istilah “The King can do no wrong”. Pertanggungjawaban menteri 
kepada parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan 
dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala parlemen 
tidak lagi mempercayai kabinet.41 
b. Sistem Parlementer dengan Dua Partai 
Sistem Parlementer dua partai yaitu di mana ketua partai politik 
yang memenangkan pemilihan umum yang sekaligus ditunjuk sebagai 
formatur kabinet dan langsung sebagai perdana menteri. Seluruh menteri 
di dalam kabinet adalah mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen, 
dengan konsekuensi setelah diangkat menjadi menteri harus non aktif 
dalam parlemen (kabinet parlementer). Karena partai politik yang 
menguasai kabinet adalah sama dengan partai politik yang memegang 
mayoritas di House of Commons maka kedudukan kabinet sangat kuat, 
sehingga jarang dijatuhkan oleh parlemen sebelum dilaksanakannya 
pemilihan umum berikutnya. Misalnya, sistem parlementer di Inggris.42 
c. Sistem Parlementer dengan Multipartai 
Sistem parlementer multipartai adalah di mana parlemen tidak 
satupun dari partai politik yang mampu menguasai kursi secara mayoritas, 
maka pembentukan kabinet di sini sering tidak lancar. Kepala negara akan 
menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak sebagai pembentuk 
kabinet/formatur. Dalam hal ini, formatur harus mengingat perimbangan 
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kekuatan di parlemen, sehingga setiap kabinet yang dibentuk merupakan 
bentuk kabinet koalisi (gabungan dari beberapa partai politik). 
Berdasarkan hal tersebut dikarenakan koalisi didasarkan pada 
kompromi, kadang-kadang terjadi setelah kabinet berjalan, dukungan 
yang diberikan oleh salah satu partai politik ditarik kembali dengan cara 
menarik menterinya (kabinet mengembalikan mandatnya kepada kepala 
negara). Sehingga dalam sistem parlementer dengan multipartai sering 
terjadi ketidakstabilan pemerintahan (sering terjadi pergantian kabinet). 
Misalnya, republik Indonesia tahun 1950-1959, di mana terjadi 7 kali 
pergantian kabinet.43 
Sistem ini mengisyaratkan bahwa lembaga legislatif dan eksekutif 
hampir tidak pernah terlibat konflik serius, mungkin pada akhirnya 
eksekutif tidak hanya mewakili kehendak lembaga legislatif yang 
permanen, tetapi juga pemikiran dan keinginannya yang tidak tetap, juga 
pemikiran dan keinginan para pemiliknya, sehingga eksekutif ini bahkan 
dapat dikatakan labil.44 
Adapun ciri-ciri umum dari sitem pemerintahan parlementer yaitu:45 
a. Kebinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau 
atas dasar kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang 
menguasai parlemen. 
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b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau para anggota 
kabinet mungkin seluruh anggota parlemen, atau tidak 
seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota 
parlemen. 
c. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggung jawab kepada 
parlemen (legislatif). Apabila kabinet atau seseorang atau 
beberapa anggotanya mendapat mosi tidak percaya kepada 
parlemen, maka kabinet atau seorang atau beberapa orang dari 
padanya harus mengundurkan diri. 
d. Sebagai perimbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala 
negara (Presiden,Raja atau Ratu) dengan saran atau nasehat 
perdana menteri dapat membubarkan parlemen. 
e. Kekuasaan kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan 
kepada lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah 
intimidasi dan intervensi lembaga lain. 
d. Sistem Pemerintahan Presidensial 
Pemerintahan sistem presidensial adalah suatu pemerintahan di 
mana kedudukan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada Badan 
Perwakilan Rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar 
pengawasan (langsung) parlemen. Dalam sistem ini, Presiden memiliki 
kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sebagai 
kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet (dewan Menteri).46 Oleh 
karena itu, agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan 
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check and balances, antara lembaga tinggi negara inilah yang disebut 
checking power with power.47 
Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif 
kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya 
dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol 
Presiden. Jika Presiden melakukan pelanggaran konstitusi, penghianatan 
terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi Presiden bisa 
dijatuhkan. Bila Presiden diberhentikan karena pelanggaran-pelanggran 
tertentu, biasanya seorang Wakil Presiden yang akan menggantikan 
posisinya.48 Presiden bertanggungjawab kepada pemilihnya (kiescollege). 
Sehingga seorang Presiden diberhentikan atas tuduhan House of 
Representattives setelah diputuskan oleh senat. Misalnya, sistem 
pemerintahan presidensial di Amerika Serikat.49 
Dengan demikian, pertama, sebagai kekuasaan tertinggi, tindakan 
eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial seringkali menuntut 
adanya kekuasaan tak terbatas, demi kebaikan negara, setidak-tidaknya 
selama periode tertentu; kedua, orang yang berada di posisi ini menjadi 
suatu keseluruhan yang tidak lebih baik dari anggotanya yang paling 
rendah, dan semua menjadi buruk dari anggota terendahnya.50 
Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya ada Sembilan karakter 
sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:51 
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1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang 
kekuasaan eksekutif dan legislatif. 
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif 
Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil 
Presiden saja. 
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau 
sebaliknya yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau 
sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya. 
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 
begitu pula sebaliknya. 
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. 
7. Jika di dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi 
parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip 
supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif 
bertanggungjawab kepada konstitusi. 
8. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang 
berdaulat. 
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti di dalam 
sistem parlementer yang terpusat pada parlementer. 
Kesembilan prinsip sistem presidensial yang diuraikan tersebut di 
atas juga berlaku dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. 
 
 
38 
e. Sistem Pemerintahan Kuasi 
Sistem pemerintahan kuasi pada hakekatnya merupakan bentuk 
variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan 
presidensial. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi yang berbeda 
sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apabila dilihat dari sistem 
pemerintahan di atas, sistem pemerintahan kuasi bukan merupakan 
bentuk sebenarnya. Dalam sistem pemerintahan ini dikenal dengan 
bentuk sistem pemerintahan kuasi parlementer dan sistem pemerintahan 
kuasi presidensial. 
1) Sistem Pemerintahan Referendum 
Sistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistem kuasi 
(kuasi presidensial) dan sistem presidensial murni.Tugas pembuat 
Undang-Undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai 
hak pilih. Pengawasan itu dilakukan di dalam bentuk referendum. 
Dalam sistem ini, pertentangan antara eksekutif (bundesrat)dan 
legislatif (keputusan dari rakyat) jarang terjadi. Anggota-anggota eksekutif 
ini dipilih oleh bundesversammlung untuk waktu tiga tahun lamanya dan 
bisa dipilih kembali. 
Berkenaan dengan pengawasan rakyat dalam bentuk referendum, 
maka dikelola dengan dua sistem referendum: Pertama, Referendum 
Obligator, yaitu jika persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam 
pembuatan suatu peraturan Undang-Undang yang mengikat rakyat 
seluruhnya, karena sangat penting. Contoh, persetujuan yang diberikan 
rakyat terhadap pembuatan UUD. Kedua, Referendum Fakultatif, yaitu jika 
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persetujuan dari rakyat dilakukan terhadap Undang-Undang biasa, karena 
kurang pentingnya, setelah Undang-Undang itu diumumkan dalam jangka 
waktu yang ditentukan. 
 
C. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 
1. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Sebelum 
Amandemen 
Bahwa secara konstitusional Negara Indonesia menganut sistem 
pemerintahan Presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan 
penanggungjawab atas jalannya pemerintahan negara (eksekutif) adalah 
Presiden, sedangkan para menteri hanyalah pembantu Presiden, dalam 
artian Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan, hal ini tertuang dengan tegas di dalam: 
1) Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden 
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut 
Undang-Undang Dasardan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dalam 
menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden. 
2) Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dibantu 
oleh menteri-menteri negara”, sedangkan ayat (2) berbunyi 
“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. 
Hal ini memperkuat penjelasan bahwa Presiden dalam UUD 
1945 memiliki kewenangan di dalam mengangkat dan 
memberhentikan menteri-menteri negara, dengan kata lain 
bahwa menteri-menteri negara tersebut tidak bertanggungjawab 
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kepada Dewan Perwakilan Rakyat melainkan kepada Presiden 
sebagai pembantu Presiden. 
3) Penjelasan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara UUD 
1945 yang menyatakan bahwa Presiden ialah kepala 
kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan 
Undang-Undang, Dia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan 
peraturan pemerintah (pouvoir reglementair)52. 
Dilihat dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 
menetapkan bahwa MPR memegang kedaulatan rakyat dan mengangkat 
Presiden dan secara otomatis maka pertanggungjawaban Presiden 
adalah kepada MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat dan memilih 
Presiden. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa 
Presiden bersama dengan DPR membentuk kekuasaan legislatif, dengan 
kata lain bahwa Presiden sendiri berhak menciptakan hukum untuk 
mengatur pertanggungjawaban kepada MPR atas dasar Pasal-Pasal yang 
bersangkutan, dan Presiden bekerja sama dengan DPR dalam 
menjalankan proses legislasi. Presiden dapat menolak Rancangan 
Undang-Undang hasil inisiatif dari DPR, maka artinya bahwa kekuasaan 
legislatif dalam pembentukan Undang-Undang bukan berada di tangan 
DPR melainkan berada di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden itupun 
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang 
Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Presiden memiliki 
kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota 
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Mahkamah Agung, sehingga itu menyatakan bahwa Presiden juga 
memiliki kekuasaan secara yudikatif. 
Berdasarkan atas penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan 
bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar (executive heavy) 
karena disamping memiliki kekuasaan eksekutif, juga memiliki kekuasaan 
dalam legislatif dan yudikatif sehingga mengakibatkan tidak adanya 
pemisahan kekuasaan yang diatur secara tegas dalam UUD 1945. 
2. Sistem Pemerintahan Indonesia UUD 1945 Setelah 
Amandemen 
Terjadinya gerakan mahasiswa pada Tahun 1998 atas nama 
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan demokratisasi yang kita kenal 
dengan reformasi, kemudian dimanifestasikan dengan perubahan UUD 
1945 melalui Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali menyebabkan 
struktur ketatanegaraan Indonesia berubah secara drastis. Khusus untuk 
sistem pemerintahan tersebut merupakan perbincangan hangat dalam 
kalangan pengamendemen UUD 1945.Hal tersebutdisebabkan ada 
kalangan yang menginginkan untuk mempertahankan sistem 
pemerintahan dan ada juga yang menginginkan sistem pemerintahan 
tersebut diubah dan dipertegas kedudukan dan fungsinya. 
Perubahan atas terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 dapat 
dilihat dengan tidak bertanggungjawabnya Presiden kepada MPR, secara 
tidak langsung bahwa MPR bukan lagi sebagai mandataris MPR. Ini dapat 
dilihat dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen, yang 
menjelaskan secara eksplisit “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam 
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satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Akibat dari konsekuensi 
dimana Presiden dan Wakil Presiden secara kedudukan itu dipilih 
langsung oleh rakyat, maka menyebabkan bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih bertanggungjawab langsung kepada rakyat dan bukan 
lagi kepada MPR. Dan ini juga merupakan ciri umum dari sistem 
pemerintahan Presidensial. 
Kemudian MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara 
dan kedaulatan bukan lagi berada di tangan MPR tetapi secara langsung 
berada di tangan rakyat.Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 
1945 setelah amandemen bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” 
Tetapi walaupun demikian bahwa, sistem pemerintahan Indonesia 
sebenarnya belum mencirikan sistem Presidensial pada umumnya.Ini 
disebabkan karena masih adanya beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang 
sampai sekarang belum mengalami perubahan secara signifikan dalam 
mengatur kedudukan lembaga negara. Hal tersebut dapat kita lihat dalam 
Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa: 
“Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama.”Kemudian pada Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 yang 
berbunyi bahwa “Jika rancangan Undang-Undang itu tidak 
mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu 
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 
Rakyat masa itu”. 
 
Pasal ini sebenarnya menandakan tidak tegasnya pemisahan 
kekuasaan (separation of power) yang dianut di Indonesia.Sedangkan 
salah satu ciri sistem pemerintahan Presidensial adalah tegasnya konsep 
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pemisahan kekuasaan (separation of power) antara lembaga-lembaga 
negara baik secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal tersebut juga 
menjelaskan bahwa antara Presiden dan DPR dituntut bekerjasama dan 
saling terkait dalam hal pembuatan regulasi. 
 
D. Koalisi 
Secara harfiah koalisi adalah penggabungan. Koalisi merupakan 
kelompok individu yang berintegrasi yang sengaja dibentuk secara 
independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang 
dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi masalah atau isu, 
memfokuskan pada tujuan (pengaruh pada pihak-pihak) di luar koalisi, 
serta memerlukan aksi bersama para anggota.53 
Secara garis besar, berdasarkan jenisnya, koalisi dapat 
dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:54 
1) Koalisi potensial, yaitu suatu keadaan di mana terdapat 
kepentingan yang muncul, bisa menjadi koalisi jika tindakan 
kolektif diambil. Koalisi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Latent 
(belum terbentuk menjadi koalisi aktif) dan Dormant (terbentuk 
sebelumnya, tapi sudah tidak aktif). 
2) Koalisi aktif (operating), yaitu koalisi yang sedang berjalan. 
Koalisi ini dibagi menjadi dua, yaitu koalisi mapan (established), 
merupakan koalisi yang aktif, relatif stabil, dan berlangsung 
dalam rentang waktu terbatas, dan koalisi temporer (temporary) 
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adalah koalisi yang dibentuk untuk jangka pendek, fokus pada 
isu tunggal. 
3) Koalisi berulang (recurring), yaitu koalisi temporer yang 
berlanjut karena isu yang belum terpecahkan. 
Suatu koalisi dapat terbentuk melalui berbagai cara, yaitu :55 
1) Bermula dari satu pendiri (founder).  
2) Dengan menambahkan satu anggota sekali waktu. 
3) Mencapai massa kritis (critical mass). 
4) Mengajak yang paling lemah untuk mendukung (weak ties can 
this strong). 
5) Membentuk diam-diam dan membubarkan secepatnya. 
Berdasarkan tingkat kepercayaan dan kesesuaian tujuan, terdapat 
lima jenis mitra dalam koalisi, yaitu:56 
1) Allies (sekutu) 
2) Opponents (oposan) 
3) Bedfellows (rekan sejalan) 
4) Fence Sitter (golongan). 
5) Adversaries (penentang). 
Koalisi yang dimaksud di sini adalah koalisi di dalam khazanah 
politik, di mana koalisi merupakan dua partai atau lebih dengan tujuan 
untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan.Jika dikaitkan 
dengan politik maka Andrew Heywood menyatakan, “koalisi adalah 
penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara 
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bersama-sama memiliki persepsi tentang kepentingan, atau dalam 
menghadapi ancaman serta dalam penggalangan energi kolektif”.57 
Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari di 
dalam proses politik bangsa yang menganut sistem multipartai. Ada 
banyak alasan bagi partai politik melakukan koalisi.Alasan koalisi menurut 
Efriza lantas dikualifikasi menjadi dua bagian utama yaitu koalisi taktis dan 
koalisi strategis.58 
Koalisi taktis dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan 
ideologis dari partai politik yang bergabung.Koalisi ini dibangun tidak 
berdasarkan pada asas keseimbangan sehingga sangat terlihat dominasi 
kekuasaan berada dan ditentukan oleh partai politik yang lebih 
besar.Motivasi koalisi sangat pragmatis. 
Menurut Syarif Makhya, “pragmatis bisa dalam bentuk politik uang 
(money politics) dan juga politik “dagang sapi”.59 Sementara itu, menurut 
Bambang Eka Wijaya, terciptanya koalisi lebih dikarenakan kentalnya 
keputusan oligarki elit kekuasaan tertinggi partai, cenderung 
menyampingkan anspirasi konstituen partai di basis massa. Jangan 
banyak berharap terhadap koalisi taktis ini karena koalisi model ini sangat 
tidak konsisten untuk berfikir dan bertindak dalam memenuhi harapan-
harapan rakyat.60 
Koalisi strstegis dibangun untuk pemenuhan kepentingan visi dan 
ideologi partai politik.Tujuan dari koalisi strategis biasanya ada dua yaitu, 
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pertama, secara bersama-sama membentuk satu pemerintahan kuat dan 
tahan lama. Kedua, membagi kekuasaan yang adil dan demokratis untuk 
tujuan pemenuhan harapan-harapan rakyat. Koalisi strategis terbentuk 
bukan karena seorang calon Presiden belum dapat “wadah” tetapi 
terbentuk atas dasar kepentingan politik partai secara kelembagaan. Pada 
koalisi strategis, soal pembagian kekuasaan diputuskan secara bersama-
sama dengan anggota koalisi, karena koalisi ini dibangun atas dasar nilai-
nilai yang strategis, maka terbentuknya pun melalui proses yang sangat 
hati-hati dan memakan waktu yang panjang. Maklum saja, sebab yang 
digantungkan oleh koalisi ini bukan masalah siapa yang menjadi Presiden 
dan siapa yang menjadi Wakil Presiden, tetapi bagaimana pemenuhan 
harapan rakyat (kesejahteraan) setelah memegang kekuasaan. 
Secara garis besar menurut Ljphart koalisi dapat dipetakan dalam 
beberapa macam, Pertama, koalisi yang dilatarbelakangi oleh 
kepentingan untuk meraih kemenangan di parlemen. Kemenangan ini 
menjadi penting karena politik lebih dimaknai sebagai kuantitas suara di 
parlemen yang akan menentukan kelangsungan pemerintahan (eksekutif). 
Koalisi ini disebut minimal winning coalition. Kedua, koalisi yang 
didasarkan kesamaan ideologi, walaupun kemenangan tetap menjadi 
target, namun koalisi ini tetap berpihak pada kesamaan ideologi yang 
dianutnya. Koalisi ini disebut minimum connected winning coalition. 
Ketiga, Partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih 
kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas, dengan partai partner 
sekecil mungkin (pemenuhan 50%+1), koalisi disebut minimal size 
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coalition. Keempat, koalisi dengan jumlah partai paling sedikit. Prinsip 
dapat memudahkan proses negosiasi dan tawar menawar karena anggota 
atau rekan koalisi hanya sedikit, jumlah rekanan yang sedikit juga bukan 
jaminan bahwa koalisi akan berjalan lancar. Koalisi ini disebut sebagai 
bargaining proposition. Kelima, dasar koalisinya adalah kedekatan pada 
kecenderungan ideologis yang memudahkan partai dau atau lebih yang 
berkoalisi membentuk kabinet. Pertimbangan partai tersebut akan mudah 
mencapai konsensus karena adanya kedekatan ideologis, jenis koalisi ini 
disebut sebagai minimal range coalition.61 
Sistem pemerintahan presidensial, pengelolahan membutuhkan 
manajemen politik yang sophisticated (canggih). Barbara Hinckley 
menyatakan, “Coalition and Politics”, (koalisi dan politik) menyatakan 
bahwa, “coalition activity implies” (menyiratkan aktifitas politik). 
1) Applications of political power. (Aplikasi kekuasaan politik). 
2) Combinations of conflict and coordination. (Kombinasi konflik 
dan koordinasi). 
3) Collective activity, all of which result in “collective mixed-motive 
situation”. (Kegiatan kolektif, semua yang menghasilkan 
“campuran kolektif-situasi motif).62 
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E. Partai Politik 
Menurut Laica Marzuki, bahwa dari sisi etimologis kata partai 
berasal dari bahasa latinpars, yang berarti bagian. Karena hanya satu 
bagian, membawa konsekuensi pengertian adanya bagian-bagian lain. 
Oleh karena itu, jika hanya terdapat satu partai dalam satu negara berarti 
tidak sesuai dengan makna etimologis dari partai itu sendiri.63 
Pengertian partai politik dari sisi etimologis juga dikemukakan oleh 
Jimly Asshiddiqie. Partai politik dari akar kata part yang berarti bagian atau 
golongan. Kata partai mrenunjuk pada golongan sebagai pengelompokkan 
masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, 
agama bahkan kepentingan. Pengelompokkan itu bentuknya adalah 
organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah 
aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, 
organisasi kepemudaan, serta organisasi publik. Di dalam 
perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk 
organisasi politik yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang 
politik.64 
Menurut Miriam Budiardjo, bahwa partai politik adalah suatu 
kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, 
nilai-nilai dan cita-cita dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik 
dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan partai.65 
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Partai dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam 
arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara 
umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti 
sempit, partai adalah partai politik yaitu organisasi masyarakat yang 
bergerak di bidang politik. 
Beberapa ahli memberikan konsep mengenai partai politik secara 
berbeda-beda, namun memiliki elemen-elemen yang hampir sama. Mac 
Iver memberikan perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang 
diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan 
kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba untuk 
menjadikannya sebagai suatu dasar penentu bagi pemerintahan.66 
Secara umum dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah 
sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur 
berdasarkan ideologi atau program dimana ada keinginan para 
pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama eksekutif melalui 
yang terbaik. Cara konstitusional danada seleksi kepemimpinan secara 
teratur dan berkala. Jadi secara teori dan apapun namanya suatu 
organisasi politik atau masyarakat apabila memenuhi kriteria tersebut 
dapat dikategorikan sebagai partai politik.67 
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F. Pemilihan Umum (Pemilu) 
1. Konsep Dasar Pemilihan Umum 
Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri 
sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang 
dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari 
demokrasi.68 Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi 
dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di 
samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang 
dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang 
dianggap akan melahirkan suatu refresentatif aspirasi rakyat yang tentu 
saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.69 Melalui 
pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga 
negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi 
publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol 
daripada kedaulatan rakyat. 
Menurut A. S. S. Tambunan,70  “pemilihan umum merupakan 
sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan 
pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus 
merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-
wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.” 
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Adapun menurut M. Rusli Karim,71 “pemilu merupakan salah satu 
saran utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), 
yang berfungsi sebagai alat yang menyehatkan dan menyempurnakan 
demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.” 
2. Tujuan Pemilihan Umum 
Menurut Parulian Donald,72 ada dua manfaat yang sekaligus 
sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan 
pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan 
kekuasaan yang sah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik 
(political representativeness). 
Dari sudut pandang tujuan kedua manfaat (tujuan) tersebut 
merupakan tujuan langsung yang berada dalam skala waktu relatif 
pendek. Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera 
setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung 
dihasilkan dari keseluruhan aktifitas dari semua pihak yang terlibat dalam 
proses pemilu, baik kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas 
dalam kurun waktu relatif lama, yaitu pembudayaan politik dan 
pelembagaan politik.73 Dalam arti lebih sederhana tujuan langsung 
berkaitan dengan hasil pemilu, sedangkan tujuan tidak langsung 
berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. 
Arbi Sanit74 menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki 4 
(empat) fungsi utama yaitu: 
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1) Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. 
2) Pembentukan perwakilan politik rakyat. 
3) sirkulasi elite penguasa. 
4) Pendidikan politik. 
Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan 
Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka Pemilu bertujuan 
antara lain: 
1) Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman 
dan tertib. 
2) Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 
3) Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara.75 
memang harus diakui bahwa tujuan pemilu secara signifikan 
berbeda menurut sistem politik yang ada, begitu juga fungsinya. Bagi 
sistem politik liberal pemilu memiliki 4 (empat) tujuan pokok. Pertama, 
membentuk basis konsep demokrasi liberal. Tetapi pemilu, tanpa 
persaingan terbuka diantara kekuatan sosial dan kelompok politik dalam 
menuju kekuasaan politik, maka tidak ada demokrasi. Kedua, pemilu 
melegitimasikan sistem politik. Ketiga, menabsahkan kepemimpinan 
politik. Keempat, Pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di negara-
negara demokrasi Barat. 
Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pembukaan dan 
Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menganut asas 
kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang 
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dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam 
waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah dalam rangka untuk memberi 
kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan haknya, dengan 
tujuan: 
1) Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan 
kedaulatan yang dipunyai. 
2) Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam Badan 
Perwakilan Rakyat sebagai wakil yang dipercayakan kepada 
para pemilihnya.76 
Ditinjau dari sudut kelompok warga negara yang tergabung dalam 
partai, politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena 
bermanfaat: 
1) Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para 
pendukungnya. 
2) Jika menang, sebagai media untuk menjalankan programnya.77 
Dengan demikian, maka pada dasarnya pemilu sangat penting 
artinya bagi warga negara, partai politik, dan pemerintah. Bagi pemerintah 
yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapat 
dukungan yang sebenarnya dari rakyat, tetapi sebaliknya, jika pemilu 
dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya 
bersifat semu. 
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Dari sudut pemilu sendiri, ketiga tujuan pemilu baru dapat tercapai 
jika pemilu dilaksanakan secara jujur, sehingga setiap warga negara yang 
berhak memilih memberikan pilihan sesuai hati nuraninya. 
3. Ciri Sistem Pemilu 
Dalam sistem pemerintahan demokratis, kehadiran pemilu yang 
bebas dan adil merupakan suatu keniscayaan. Banyak ilmuwan politik 
yang menggunakan pemilih sebagai parameter pelaksanaan 
demokratisasi suatu negara. Muhammad Asfar,78 memberikan beberapa 
alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi. 
Pertama, melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik 
melakukan transfer kekuasaan secara damai. Kedua, melalui pemilu akan 
tercipta pelembagaan konflik. 
Secara konseptual, terdapat 2 (dua) mekanisme yang dapat 
dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil, yaitu: 
1) Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara 
pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil 
(electoral system). 
2) Menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-
prinsip demokrasi (electoral process).79 
Sementara itu Ranney, menyebutkan bahwa ciri-ciri suatu pemilu 
yang benar-benar bebas, meliputi: 
1) Diselenggarakan secara regular. 
2) Pilihan yang benar-benar berarti. 
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3) Kebebasan menempatkan calon. 
4) Kebebasan mengetahui dan mendiskusikan pilihan-pilihan. 
5) Hak pilih orang dewasa yang universal. 
6) Perlakuan yang sama dalam pemberian suara. 
7) Pendaftaran pemilih yang bebas. 
8) Penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat.80 
Berbagai sistem pemilihan dengan variasi masing-masing 
menunjukkan indikasi keunggulan dan kelemahan. 
a. Sistem Pemilihan Mekanis 
Secara substansial sistem pemilihan mekanis memiliki ciri-ciri 
antara lain: 
1) Partai-partai yang mengorganisasi pemilihan-pemilihan dan 
memimpin pemilih berdasarkan sistem Bi Party atau Multy party 
(liberalism, sosialisme) atau Uni Party (komunisme). 
2) Badan Perwakilan Rakyat bersifat badan perwakilan 
kepentingan umum rakyat seluruhnya. 
3) Badan Perwakilan yang dihasilkan disebut parlemen. 
4) Wakil-wakil yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat langsung 
dipilih.81 
b. Sistem Organis 
Pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah 
individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan 
hidup berdasarkan: geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu 
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(ekomoni, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan 
lembaga-lembaga sosial (universitas). Masyarakat dipandang sebagai 
satu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan 
dan fungsi tertentu dalam totalite organisme itu, sebagai persekutuan-
persekutuan hidup tersebut di atas. Berdasarkan pandangan ini 
persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakannya sebagai 
pengendali hak pilih, atau dengan kata lain pengendali hak untuk 
mengurus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat. Pemilihan organis 
secara substansial memiliki ciri-ciri: 
1) Organis, Partai-partai politik itu tidak perlu dikembangkan, 
karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap 
persekutuan hidup dalam lingkungan sendiri. 
2) Badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan-
kepentingan khusus persekutuan hidup itu. 
3) Pemilihan organis menghasilkan  dewan korporatif. 
4) Wakil-wakil dalam badan perwakilan berdasarkan 
pengangkatan.82 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 
Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan 
suatu metode penelitian ataupun pedoman dalam melakukan penelitian, 
sebab dengan menggunakan metode penelitian atau pedoman penelitian 
yang tepat dan benar akan diperoleh validitas data serta dapat 
mempermudah penulis dalam melakukan penelitian terhadap suatu 
masalah. Adapun metode penulisan penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum pendekatan doktrinal 
yang bersifat normatif. Adapun yang dapat dijadikan objek dalam 
penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif ini adalah 
data-data yang berupa bahan primer dan bahan sekunder. 
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), 
penelitian studi kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan 
membaca ataupun menganalisa bahan-bahan yang tertulis. 
2. Metode pendekatan  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 
yaitu metode pendekatan yuridis adalah menguraikan masalah dengan 
berpijak pada pola pikir dari konsep hukum formal dan norma-norma 
hukum yang berlaku. 
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B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut 
data primer atau data dasar (primary data atau basic data)  dan yang 
kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh 
langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui 
penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku 
harian, dan seterusnya. Ada juga yang disebut data tersier, yakni, bahan 
hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 
hukum Primer dan Sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, 
indeks kumulatif dan sebagainya. 
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bahan Hukum Primer 
Yaitu bahan hukum yang mengikat yakni beberapa peraturan dasar 
baik yang pernah berlaku dan baik yang masih berlaku, mulai dari 
Undang–Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), Konstitusi RIS 
1945, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (setelah amandemen). Adapun 
peraturan-peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Poltik, Undang-UndangNomor42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 
2. Bahan Hukum Sekunder       
Yaitu bahan yang yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti  buku-buku, jurnal, media online, media cetak, hasil-
hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang 
berhubungan dengan tulisan ini. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus 
hukum dan politik, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan 
dengan tulisan ini. 
 
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah melalui study kepustakaan (library research), yaitu metode 
pengumpulan data dengan mencari, mencatat, menginventrisasi, 
mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 
hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti, yaitu Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik dalam 
Sistem Presidensial Indonesia. 
 
D. Analisis Bahan Hukum 
Setelah data ini selesai, tahap berikutnya yang harus dilakukan 
adalah menganalisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan 
diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan 
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menjawab permasalahan. Pada dasarnya pengelolaan, analisa dan 
konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
kualitatif normatif, yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara 
sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam 
bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai 
kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian 
kepustakaan akan digunakan untuk menganalisis data, kemudian data 
dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan dalam 
penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia 
Dalam dinamika politik, koalisi merupakan gabungan dua partai 
atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu 
pemerintahan. Koalisi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa 
dihindari di dalam proses politik bangsa yang menganut sistem politik 
multipartai. Ada banyak alasan bagi partai politik untuk melakukan 
koalisi.Apalagi jika sistem kepartaian terjadi dalam sistem pemerintahan 
presidensial yang dipadukan dengan sistem kepartaian yang multipartai. 
Menurut Bambang Cipto, koalisi adalah suatu keharusan untuk 
membentuk pemerintahan yang kuat. Hakekat dari koalisi itu sendiri 
adalah membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri 
(autonomous), dan tahan lama (durable). Pemerintahan yang kuat juga 
bisa diartikan sebagai pemerintahan yang mampu menciptakan dan 
mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan 
atau perlawanan di parlemen. Bahkan ia juga menegaskan “partai politik 
dituntut untuk memahami makna pemerintahan koalisi sebagai 
persyaratan mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar dari sistem multipartai.83 
Perpaduan presidensial dan multipartai pragmatis di Indonesia 
memiliki implikasi politik terhadap konfigurasi dan pola koalisi di lembaga 
eksekutif dan legislatif. Jumlah partai politik peserta pemilihan umum yang 
cukup banyak menghasilkan partai yang banyak pula. Perubahan 
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kekuatan politik yang terjadi berimbas terhadap perubahan kekuatan 
politik pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam sistem 
pemerintahan presidensial Indonesia. 
Sejak pemilihan umum pertama yang dilangsungkan di era 
reformasi, koalisi partai politik sebagai bentuk power sharing sudah 
terbentuk dengan segala dinamika kepentingannya. Pada Pemilu tahun 
1999 terbentuk koalisi Poros Tengah yang mengusung dan berhasil 
menempatkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Amin Rais 
sebagai Ketua Majelis Permusyarakatan Rakyat Republik Indonesia (MPR 
RI). Koalisi Poros Tengah yang terdiri atas partai politik Islam ini 
menunjukkan atau berdasarkan atas kesamaan identitas.84 Koalisi Poros 
Tengah terdiri atas Partai Politik Islam, yaitu Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat 
Nasional (PAN), Partai Keadilan (PK), Partai Bulan Bintang (PBB) dan 
Partai Daulah Ummat yang merupakan gabungan dari partai-partai 
dengan kursi terkecil di DPR RI. Kemenangan Abburahman Wahid 
merupakan hasil dari soliditas koalisi dan ditambah oleh dukungan partai 
Golkar, setelah kehilangan calon Presiden yang diusungnya.Koalisi ini 
sejatinya menjadi kekuatan di parlemen untuk mendorong terciptanya 
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pemerintahan yang stabil.Apalagi dengan terpilihnya Megawati Soekarno 
Putri sebagai Wakil Presiden, keanggotaan koalisi semakin meluas, 
bahkan nyaris tidak tersisa menggabungkan identitas politik.Hal ini terlihat 
di dalam susunan Kabinet Pemerintahan Abburahman Wahid-Megawati 
Soekarno Putri. Begitupun pada masa Megawati Soekarno Putri menjadi 
Presiden, keterlibatan banyak partai menjadi simbol koalisi besar (grand 
coalition) bagi pemerintahan. 
Perkembangan koalisi besar yang ada pada pemerintahan 
Abdurrahman Wahid  maupun Megawati Soekarno Putri tidak 
menunjukkan ikatan yang kuat sebagaimana layaknya koalisi. Koalisi 
hanya terformat dalam bentuk distribusi kursi kekuasaan tanpa loyalitas 
pada visi dan misi bersama untuk membangun pemerintahan yang kuat 
dan solid. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa gejolak politik yang 
digerakkan oleh partai politik pendukung pemerintah. 
Pada masa Abdurrahman Wahid misalnya, terjadi penggunaan  hak 
pelengseran terhadap Abdurrahman Wahid oleh partai dan tokoh yang 
mendukungnya sebagai Presiden. Pelengseran itu sendiri dilakukan oleh 
Sidang MPR RI yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Amin Rais, yang 
dimana sebagai salah satu penggagas terpilihnya Abdurrahman Wahid 
sebagai Presiden. Bahkan Wakil Ketua MPR RI dari PKB Matori Abdul 
Djalil yang juga Ketua Umum PKB juga ikut menghadiri Sidang Pelantikan 
Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden yang secara tidak langsung 
mendukung terhadap pelengseran Abdurahman Wahid. 
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Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI dan peta koalisi 
pemerintahan pada Pemilu 1999, yaitu sebagai berikut: 
Tabel 2.  
Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI & Koalisi Pemerintah pada Pemilu 
199985 
 
No. Nama Partai Jumlah 
Kursi 
462/38
% 
Abdurrahaman 
Wahid 
Megawati 
Soekarnoputri 
    I (33) II (31) 31 
1 PDIP 154 33,6 5 4 6 
2 Golkar 120 26 5 4 4 
3 PPP 59 11,6 2 1 3 
4 PKB 51 10,2 5 6 1 
5 PAN 35 6,8 5 4 6 
6 PBB 13 2,6 1 1 1 
7 PK/PKS 6 1,3 1 1  
8 PKP/PKPI 6 1,3    
9 PNU 3 0,6    
10 PDKB 3 0,6    
11 PBTI 3 0,6    
12 PDI/PPDI 2 0,4    
13 Partai Politik Lain 7 1,4    
14 TNI   5 4 4 
15 Profesional   4 6 6 
 
Selanjutnya pada Pemilu tahun 2004 ada 16 partai yang mendapat 
kursi di DPR.Meskipun dari 24 partai politik peserta pemilu tahun 2004 
tidak semuanya memperoleh kursi di DPR, tetapi ada lebih dari 
separuhnya berada di DPR. 
Pemilu tahun 2004 telah menghasilkan proses politik yang dinamis 
bagi efektivitas sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pemilihan 
langsung Presiden dan Wakil Presiden dimenangkan pasangan Susilo 
Bambang Yudoyono dan Muhammad Yusuf Kalla. Pasangan Presiden 
dan Wakil Presiden tersebut mulanya hanya didukung oleh empat partai 
kecil dan menengah yaitu Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), 
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Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI) dan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) dengan kursi minoritas di DPR (113 kuris atau 20,5 persen dari 
keseluruhan kursi). 
Proses politik pada pemilu tahun 2004 menunjukkan bahwa tidak 
ada satupun kekuatan politik di DPR dengan angka mayoritas tanpa 
melakukan proses koalisi. Angka maksimal yang dicapai Fraksi Partai 
Golkar sebagai Fraksi terbesar di DPR hanya mencapai 23 persen dari 
seluruh anggota DPR.Angka tersebut tidak mencapai seperempat dari 
seluruh kekuatan di DPR. Koalisi tersebut berdampak pada sulitnya partai 
politik atau fraksi untuk mencapai suara mayoritas dalam proses 
pengambilan keputusan di DPR tanpa adanya koalisi partai politik. 
Tabel 3.  
Fraksi di DPR RI pada Pemilu Tahun 2004 (Periode 2004-2009)86 
 
No Fraksi % Kursi 
1 Fraksi Golkar 23 129 
2 Fraksi PDI Perjuangan 20 109 
3 Fraksi PPP 10 58 
4 Fraksi Partai Demokrat 10 57 
5 Fraksi Partai Amanat Nasional 10 53 
6 Fraksi Kebangkitan Bangsa 9 52 
7 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 8 45 
8 Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (Fraksi Gabungan) 4 20 
9 Fraksi Partai Bintang Reformasi 2 14 
10 Fraksi Partai Damai Sejahtera 2 13 
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Tabel 4.  
Fraksi di DPR RI Pemilu tahun 2009 (Periode 2009-2014)87 
 
 
No. Fraksi Kursi 
1 Fraksi Partai Demokrat 148 
2 Fraksi Partai Golkar 107 
3 Fraksi Partai PDI Perjuangan 94 
4 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 57 
5 Fraksi Partai Amanat Nasional 46 
6 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 37 
7 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 28 
8 Fraksi Partai Gerindra 26 
9 Fraksi Partai Hanura 17 
 
Pada proses politik pada pemilu tahun 2009 terjadi hanya satu 
putaran yang didukung oleh kemenangan Partai Demokrat yang cukup 
signifikan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan 
Boediono sebagai Wakil Presiden. Melalui hasil Pemilu tahun 2009 
tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berusaha membangun 
koalisi melalui mekanisme yang lebih jelas dan mengikat secara 
prosedural melalui pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) sebagai 
wadah konsolidasi bagi partai koalisi dan menjadikan bentukan koalisi 
yang lebih konkrit dari koalisi yang dibangun pada periode sebelumnya. 
Pembentukan wadah koalisi tersebut yang diikat melalui kontrak politik 
yang terjadi adalah merupakan fenomena baru dalam konteks koalisi 
partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Terdapat 
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11 (sebelas) butir kesepakatan koalisi yang ditandatangani pada 
pertengahan Oktober tahun 2009 oleh pimpinan partai politik anggota 
koalisi partai tersebut. Kesepakatan tersebut, yaitu sebagai berikut:88 
1) Bersepakat memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI. 
2) Bersepakat melaksanakan sistem pemerintahan presidensial. 
3) Presiden akan mengikutsertakan kader parpol sebagai Menteri 
di Kabinet Indonesia Bersatu II. 
4) Presiden menetapkan sejumlah nama yang diusulkan menjadi 
Menteri dan dalam hal lain parpol tidak akan menolak putusan 
Presiden. 
5) Para Menteri wajib melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja 
dan berperilaku sesuai dengan pakta integritas yang 
ditandatangani. 
6) Presiden dapat memberhentikan Menteri yang tidak memenuhi 
kontrak kerja dan pakta integritas. Presiden memberitahu 
pimpinan parpol untuk dicarikan penggantinya. 
7) Presiden, baik langsung maupun melalui Wakil Presiden dan 
para Menteri, dapat berkonsultasi ke pimpinan parpol, 
mengenai kebijakan khusus dan strategis. Parpol anggota 
koalisi harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan 
Presiden, baik melalui fraksi di DPR maupun saluran lain. 
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8) Dalam menyikapi keputusan dan pelaksanaan tugas di DPR, 
fraksi partai koalisi selalu berkomunikasi dengan sesama fraksi 
anggota koalisi. 
9) Tanpa harus kehilangan daya kritis dan fungsi pengawasan, 
fraksi partai koalisi wajib mendukung kebijakan pemerintah 
sebagaimana disebut pada poin 7 dan 8. 
10) Pimpinan Parpol anggota koalisi tidak dapat secara sepihak 
menarik Menterinya yang memiliki masalah internal dengan 
partainya. Pimpinan parpol harus berkonsultasi dahulu dengan 
Presiden untuk mencari solusi. 
11) Jika pimpinan parpol secara resmi dan terbuka menyatakan 
menarik dukungan terhadap pemerintahan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, koalisi atau keberadaan para Menteri di 
Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono akan 
batal/berakhir. 
Kesepakatan tersebut kemudian disempurnakan pada bulan Mei 
tahun 2011, poin-poin penyempurnaan kesepakatan tersebut yaitu 
sebagai berikut:89 
1) Setiap anggota koalisi wajib memiliki dan menjalankan 
semangat kebersamaan dalam sikap dan komunikasi politik, 
yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak yang tulus 
untuk berkoalisi. Anggota koalisi sepakat untuk tidak 
mengeluarkan pernyataan dan tindakan maupun komunikasi 
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politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu 
sama lain, sehingga semangat kebersamaan dan soliditas 
koalisi senantiasa dapat diimplementasikan bersama-sama. 
2) Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Presiden, (yang 
dalam hal ini dibantu oleh Wakil Presiden) menyangkut 
kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi 
politik yang penting, setelah mempertimbangkan pandangan 
dan rekomendasi pimpinan partai koalisi pada rapat yang 
dipimpin oleh Ketua Setgab, wajib didukung dan 
diimplementasikan baik di pemerintahan maupun melalui fraksi-
fraksi di DPR, Menteri-menteri dari partai politik koalisi adalah 
merupakan perwakilan resmi partai politik koalisi, karena itu 
wajib menjelaskan dan mensosialisasikan segala kebijakan 
maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh Presiden kepada 
partainya. 
3) Dalam hal mekanisme kerja antara pemerintah dan DPR sesuai 
dengan fungsi-fungsi Anggaran, Legislasi dan Pengawasan, 
Partai-Partai Koalisi sepakat untuk tetap memberi ruang 
pembahasan sebagaimana mekanisme kerja yang selama ini 
berlangsung antara Pemerintah dan DPR, melalui forum-forum 
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Konsultasi dan 
lain-lain. 
4) Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan komunikasi Partai 
Koalisi, terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik 
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yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, Presiden 
melakukan pertemuan dengan para Pimpinan Partai Koalisi 
minimal satu kali tiga bulan atau pada waktu-waktu yang 
ditentukan, yang pelaksanaannya diatur oleh Sekretariat 
Gabungan Koalisi. 
5) Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama 
koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti 
yang tercantum dalam butir (2) tersebut di atas yang justru 
dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap 
dilanjutkan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang 
terbaik. 
Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati 
bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat 
mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang 
bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakekatnya 
kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir. 
Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan 
menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan 
partai yang berada di dalam kabinet. 
6) Dalam hal Presiden melakukan Reshuffle Kabinet, sesuai 
dengan urgensi dan prerogratifnya, Presiden dapat melakukan 
pergantian personil, perubahan portofolio, dan bahkan apabila 
sangat diperlukan melakukan pengurangan/penambahan 
jumlah Menteri Partai Politik dalam Kabinet. Apabila Presiden 
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mengambil keputusan demikian, di samping merupakan hak 
prerogatifnya, juga berdasarkan pertimbangan: 
a) Evaluasi Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yang 
didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas. 
b) Efektivitas dan soliditas koalisi KIB II. 
c) Masukan Parpol koalisi atas permintaan Presiden sebelum 
keputusan Presiden diambil. 
d) Dokumen-dokumen kesepakatan sebelumnya. 
7) Guna menjamin terwujudnya koordinasi dan sinergi diantara 
Parpol-parpol Anggota Koalisi, telah dibentuk Sekretariat 
Gabungan Koalisi. Setgab ini diketuai oleh Presiden, dibantu 
oleh satu Wakil Ketua. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi 
diatur oleh Sekretaris Setgab, yang dipimpin oleh Pimpinan 
Rapat dalam hal ini para Ketua Umum Partai Koalisi secara 
bergantian, minimal 1 (satu) bulan sekali. 
8) Pada prinsipnya semua anggota Parpol Koalisi bertekad untuk 
terus bersama-sama dalam koalisi, guna membangun dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga sinergi Partai-
partai Politik Koalisi dalam mensukseskan Pemerintahan SBY-
Boediono 2009-2014 dapat benar-benar diimplementasikan. 
Adanya kesepakatan politik yang dibangun sebagai wadah 
konsolidasi koalisi partai politik tersebut di atas tidak menjamin bahwa 
tidak adanya ketegangan dalam wadah koalisi antara lembaga legislatif 
dan eksekutif. Bahkan, ketegangan Presiden Susilo Bambang Yudhono 
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dengan DPR sudah terjadi sejak bulan-bulan pertama masa pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.90 Dengan ketegangan tersebut, 
koalisi yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak banyak 
membantu memuluskan kebijakan-kebijakan pemerintah di DPR. Masalah 
ini diakui secara terbuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
bahwa dengan merangkul banyak partai politik, logikanya, setiap 
kebijakan pemerintah akan mendapat dukungan DPR. Nyatanya 
dukungan tersebut tidak terjadi.91 Dukungan yang dimaksudkan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidak hanya kebijakan dalam fungsi 
legislasi, tetapi juga untuk kebijakan non-legislasi.92 
Di antara agenda non-legislasi yang memerlukan keterlibatan DPR 
diantaranya yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: 
(1) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain;93 (2) membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 
terkait dengan beban keuangan negara;94 (3) pengangkatan duta;95 (4) 
menerima penempatan duta negara lain;96 dan (5) pemberian amnesti dan 
abolisi.97 Kekuasaan DPR bertambah komplit dengan adanya 
kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan, 
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adanya keharusan untuk meminta pertimbangan DPR di dalam pengisian 
jabatan Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(Kapolri), Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang di dalam 
prakteknya pertimbangan tersebut berubah menjadi persetujuan DPR. 
Selain hal tersebut di atas, desain Undang-Undang Dasar 1945 
setelah perubahan juga cenderung mempersulit posisi Presiden 
berhadapan dengan DPR. Hal tersebut juga didasari, terutama dengan 
adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan 
fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat.98 
Berdasarkan dari beberapa fenomena perubahan konfigurasi dan 
peta koalisi partai politik dalam sistem presidensial di Indonesia tersebut, 
dibangun di atas pondasi kepentingan-kepentingan pragmatisme politik 
kekuasaan, bukan koalisi yang berdasarkan kedekatan ideologi atau 
persamaan platform. Peta koalisi akan selalu mengalami perubahan. 
Intensitas koalisi yang terjadi akan berjalan serba instan dan cepat. Pola 
koalisi yang dibangun partai politik sangat cair, rapuh dan pragmatis. 
Rapuhnya ikatan koalisi menyebabkan partai mitra koalisi 
pemerintahan cenderung menggunakan politik pragmatis dalam menyikapi 
kebijakan pemerintahan. Di satu sisi bergabung di kabinet, tetapi di sisi 
lain seolah berperan sebagai partai oposisi di DPR. Faktor utama dari 
tidak efektifnya koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial di 
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Indonesia adalah lemahnya ikatan koalisi yang terbentuk.Koalisi 
pendukung pemerintahan yang dibangun selama ini bukan merupakan 
koalisi yang permanen, melainkan koalisi pragmatis yang sangat rapuh. 
 
B. Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik dalam Membentuk 
Pemerintahan Yang Efektif 
Dalam kaitan antara koalisi partai politik dan sistem kepartaian 
yang diterapkan di Indonesia, menimbulkan banyak permasalahan yang 
muncul khususnya terkait dengan sistem multipartai yang diterapkan di 
Indonesia dengan sistem pemerintahan yang menganut sistem 
presidensial.Hal tersebut terkait dengan kelemahan sistem pemerintahan 
presidensial dalam mengambil kebijakan dan mewujudkan sistem 
presidensial yang efektif. 
Implikasi utama yang akan terjadi dengan sistem presidensial 
dengan sistem multipartai adalah tingkat pelembagaan kepartaian rendah 
dan kekuatan politik di parlemen cenderung berubah oleh berbagai 
kepentingan dan kemajemukan partai yang cukup tinggi. Selain itu, 
cenderung kekuatan partai terdistribusi secara merata dan sulit 
memperoleh kekuatan mayoritas di dalam parlemen.Jadi sangat 
diperlukan adanya bangunan koalisi yang kuat di pemerintahan (kabinet) 
dan parlemen.Namun, karena tipologi partai Indonesia rata-rata memiliki 
ideologi yang lemah dan bersifat pragmatis, ikatan koalisi di tengah jalan 
sifatnya goyah.Koalisi partai politik yang dilakukan pemerintah bukanlah 
sebuah penyimpangan namun merupakan bentuk menjaga keseimbangan 
dan stabilitas sistem politik dan pemerintahan, meskipun pilihan ini 
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menimbulkan konsekuensi politik yang terkesan menyandera kepentingan 
rakyat secara luas demi kepentingan sebagian partisan dari partai politik. 
Idealnya, untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam struktur 
politik presidensial, partai Presiden haruslah partai mayoritas, yaitu partai 
yang didukung suara mayoritas di parlemen.Kekuatan mayoritas ini 
diperlukan dalam parlemen, untuk menjamin stabilitas pemerintahan 
Presiden terpilih agar Presiden mudah mendapatkan dukungan secara 
politik dari parlemen guna melancarkan kebijakan politik yang dibuat 
Presiden.Namun, suara mayoritas ini sulit diperoleh oleh partai Presiden 
dalam situasi multipartai, kecuali mengandalkan koalisi partai politik di 
parlemen dan kabinet agar dapat meraih suara mayoritas untuk menjamin 
stabilitas pemerintahan.99 
Penerapan presidensialisme dalam konteks multipartai pragmatis 
atau presidensialisme kompromis (compromise-presidentialism) 
berdampak pada sulitnya memperoleh suara mayoritas, baik di dalam 
pemilu maupun perolehan kursi di parlemen. Akibatnya, Presiden terpilih 
pun akan sulit mendapatkan dukungan politik mayoritas dari parlemen. 
Implikasinya, Presiden yang akan terpilih adalah Presiden minoritas 
(minority-president) terhadap kekuatan politik di parlemen. Kompromi yang 
dapat dilakukan Presiden adalah membentuk koalisi pemerintahan 
dengan partai politik lain, baik di kabinet maupun di parlemen. Dukungan 
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politik dari partai politik melalui koalisi merupakan strategi politik utama 
Presiden untuk menjaga stabilitas politik di dalam pemerintahan.100 
Bersamaan dengan situasi koalisi itu, secara tidak langsung 
Presiden membuka ruang bagi aktor diluarnya untuk berperan dan 
mempengaruhi struktur kekuasaannya. Ketika membuka ruang koalisi 
dalam pemerintahan, konsekuensinya Presiden akan melibatkan peran 
partai-partai dalam pengambilan kebijakan pemerintahan maupun 
penyusunan kabinet. Sekaligus mengundang campur tangan dan 
intervensi partai politik di dalam proses penyusunan kabinet 
(pengangkatan dan pemberhentian menteri). Kompromi politik yang sulit 
dihindari adalah Presiden harus mengakomodasi kepentingan partai politik 
agar mendapat dukungan di parlemen.Akomodasi Presiden terhadap 
kepentingan partai politik ini determinan dalam intervensi partai politik 
terhadap Presiden.101 
Berangkat dari problematika politik tersebut, ada empat aspek 
kompromi secara eksternal, pola relasi Presiden dan parlemen (check and 
balances), relasi Presiden dan partai politik, serta konfigurasi koalisi partai 
pendukung pemerintah di parlemen yang berpotensi muncul dalam dilema 
perpaduan sistem presidensial dan multipartai pragmatis 
(presidensialisme kompromis). Meskipun kompromi politik ini bersifat 
dilematis, kompromi-kompromi politik ini justru dapat menjaga 
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keseimbangan sistem dan efektivitas presidensialisme. Aspek kompromi 
ini bahkan sulit dihindari dalam presidensialisme kompromis.102 
Aspek kompromi ini merupakan relasi yang saling mempengaruhi 
antara struktur presidensialisme dan kekuasaan Presiden, baik secara 
institusi (lembaga kepresidenan) maupun personalitas Presiden (aktor 
individu). Pertama, adanya intervensi partai politik terhadap Presiden dan 
sebaliknya akomodasi Presiden terhadap kepentingan partai politik dalam 
proses pengangkatan atau pemberhentian anggota kabinet. Kedua, 
rapuhnya ikatan koalisi partai, koalisi yang terbangun sangat cair dan 
rapuh. Ketiga, adanya kontrol parlemen terhadap pemerintah secara 
berlebihan atau kebablasan (over-control) sehingga mengganggu 
stabilitas pemerintahan. Keempat, perjalanan pemerintahan seringkali 
dibayangi ancaman impeachment dari parlemen dan Presiden masih 
rentan dimakzulkan karena alasan politis atau adanya kebijakan 
pemerintah yang ditentang parlemen.103 
Koalisi partai politik sistem presidensial dengan sistem kepartaian 
multipartai yang menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, berangkat 
dari design sistem pemilu Presiden yang berlaku, sulit menghindar dari 
pembentukan pemerintahan koalisi. Secara konstitusional koalisi partai 
politik yang diatur di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 
1945104 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. 
Kemudian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang 
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden105 mengharuskan syarat 
dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen 
suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan 
partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden. 
Kata “gabungan partai politik” disini sebenarnya membenarkan 
adanya koalisi karena kata gabungan tersebut bermakna bahwa ada lebih 
dari satu partai yang menggabungkan lalu mengusulkan seorang Presiden 
dan Wakil Presiden. Jadi benar bahwa koalisi partai politik dibenarkan 
keberadaannya secara konstitusional. Tetapi koalisi partai politik 
dibenarkan oleh konstitusi hanya pada proses mengusulkan calon 
Presiden dan Wakil Presiden, bukan pada proses jalannya pemerintahan. 
Jadi sudah jelas bahwa konstitusi hanya memberikan ruang untuk 
melaksanakan koalisi partai politik dalam mencalonkan Presiden dan 
Wakil Presiden dan selain itu tidak diperbolehkan adanya. 
Dengan ketentuan aturan yang tersebut diatas, partai politik yang 
tengah mempersiapkan Pemilihan Presiden harus sejak dini 
mempertimbangkan agar koalisi tidak menjadi cobaan berat bagi Presiden 
untuk menjalankan roda pemerintahan. Bagaimanapun, ide dasar 
pembentukan koalisi partai politik harus dalam kerangka untuk 
memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Kalau hanya dilandaskan 
pada perhitungan untuk memenuhi target untuk memenangkan pemilihan 
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umum, koalisi partai politik akan mengalami pecah-kongsi106 sejak awal 
pembentukan pemerintahan. 
Hal tersebut juga menjadi indikasi sebagai bentuk pelemahan hak 
prerogatif Presiden dalam penyusunan kabinet. Profesionalisme yang 
seharusnya menjadi dasar pengisian jabatan pada Kementerian Negara, 
dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai mitra koalisi. Keadaan tersebut 
berakses pada kinerja pemerintahan yang terbentuk. Selain hal tersebut, 
koalisi yang terbentuk tidak menjadikan partai-partai yang tergabung ke 
dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu 
mendukung program-program pemerintahan. Padahal, salah satu tujuan 
dibentuknya koalisi adalah agar Presiden mendapat dukungan mayoritas 
badan legislatif untuk menghindari deadlock antara eksekutif dan legislatif 
dan serta immobilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya 
yang terjadi pada kasus Bank Century107 dan penetapan kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM)108 yang dapat menunjukkan lemahnya 
komitmen partai-partai yang menjadi mitra koalisi. 
Mahkamah Konstitusi dalam uji materi (Judicial Review) terhadap 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden memutuskan pelaksanaan mengenai 
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Pecah-kongsi adalah sebuah kondisi yang menunjukkan ketidaksepakatan lagi 
diantara dua atau banyak pihak atas komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Diakses dari http//:id.wikipedia.org Pada Tanggal 29 November 2013 
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 Kasus Bank Century yaitu mengenai Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada 
Bank Century atau secara teknis disebut sebagai Penyertaan Modal Sementara 
(PMS) yang dikucurkan dalam kurun waktu delapan bulan dari Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) yang mencapai sejumlah 6,7 triliun adalah salah satu tata cara 
penanganan terhadap bank yang gagal yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sektor 
Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan 
Lembaga Pengawas Perbankan (LPP). Sumber: http//:id.wikipedia.org 
108
PKS tolak kenaikan BBM. Diakses dari http//:www.politik.viva.co.id Pada Tanggal 28 
November 2013 
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pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
digelar serentak yang berlaku pada pemilihan umum tahun 2019 dan 
pemilihan umum seterusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
14/PUU-XI/2013109 dapat menjadi indikasi mengakibatkan partai politik 
peserta pemilu akan kesulitan dalam membentuk sebuah koalisi partai 
politik yang bersifat koalisi pragmatis dikarenakan koalisi tidak dibentuk 
lagi setelah melihat hasil dari pemilihan umum legislatif itu sendiri. 
Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan ruang 
sebagai penataan ulang dari sistem presidensial Indonesia yang 
berdampak pada koalisi partai politik yang tidak pragmatis melainkan 
berdasarkan koalisi yang didasari pada ideologi maupun pengawalan 
program-program bersama yang ada pada koalisi yang terbentuk tersebut. 
Menurut Irman Putra Sidin,110 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
14/PUU-XI/2013 tidak pernah membatalkan pasal yang terkait dengan 
presidential threshold. Mahkamah Konstitusi hanya mengatakan bahwa ini 
ranah Presiden dan DPR.Hal tersebut menurut Irman Putra Sidin 
presidential threshold menjadi indikasi penyebab koalisi pragmatis.Irman 
menambahkan bahwa dengan pemilihan umum serentak, partai politik 
tidak bisa lagi berkoalisi secara pragmatis. Partai politik akan lebih selektif 
mencari calon Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak sekedar 
mengandalkan pertimbangan matematis. Pemilihan umum serentak 
diharapkan menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas. 
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 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 
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 Apa Positifnya Pemilu Serentak 2019?. Diakses dari http//:www.jurnalparlemen.com 
Pada Tanggal 8 Februari 2014 
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Dalam fakta yang terjadi saat ini bahwa koalisi partai politik yang 
ada sekarang terbangun antara partai-partai politik di Indonesia tidak 
memiliki aturan dalam bentuk format Undang-Undang melainkan hanya 
dibangun berdasarkan fakta integritas atau kesepakatan-kesepakatan 
politik antara partai-partai politik yang melakukan koalisi tersebut. Hal 
tersebut menjadikan indikasi bahwa tidak adanya implikasi hukum yang 
terjadi antara partai-partai koalisi yang dibangun jika dikemudian hari 
terjadi ketidaksepahaman antara koalisi partai politik. 
Regulasi di level Undang-Undang juga perlu mengatur model 
koalisi yang lebih permanen agar terbentuk kekuatan politik mayoritas 
yang akan menopang pemerintahan yang kuat dan efisien. Partai-partai 
politik perlu didorong melakukan koalisi sejaksebelum pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden dan diikat secara permanen (koalisi elektoral 
permanen). Koalisi elektoral permanen tersebut diinisiasi agar membentuk 
kekuatan mayoritas yang akan menopang jalannya pemerintahan. Koalisi 
semacam ini dibangun di atas konsensus platform yang sama untuk 
dijadikan pengikat bagi semua anggota koalisi. Koalisi terbangun tersebut 
juga idealnya tidak bisa dibubarkan di tengah jalan. 
Model koalisi permanen sebenarnya sudah banyak dipraktekkan di 
berbagai negara, misalnya Koalisi Barisan Nasional antara partai-partai di 
Malaysia dan koalisi partai politik yang terjadi di negara Jepang.Terbukti 
bahwa kedua koalisi yang terjadi di beberapa negara tersebut mampu 
membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil. Pengaturan koalisi ini 
tidak bisa hanya berdasarkan komitmen antara partai saja, tetapi regulasi 
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mengenai koalisi permanen sudah semestinya dilembagakan dalam 
sebuah peraturan setingkat Undang-Undang ataupun Undang-Undang 
(Undang-Undang Koalisi)atau diatur secara integral di dalam paket 
Undang-Undang politik yang lainnya, seperti Undang-Undang Susduk dan 
Undang-Undang Pemilu. Koalisi permanen semacam ini menjadi 
kebutuhan mendasar bagi efektivitas ataupun efisiensi 
presidensialisme.Karena itu, stabilitas dan efektivitas pemerintahan mesti 
didukung oleh penataan institusi politik dengan merancang koalisi 
permanen yang tidak bisa dicabut atau dibubarkan di tengan jalan. 
Menurut Jimly Asshiddiqie,111 untuk menciptakan pemerintahan 
yang kuat dan efektif diperlukan adanya koalisi permanen. Koalisi ini bisa 
dikukuhkan di dalam Undang-Undang. Jika saat ini tidak terbentuk koalisi 
permanen, maka sulit untuk menjalankan pemerintahan dengan efektif. 
Lebih lanjut, ia mengusulkan bahwa di parlemen nantinya untuk 
mendukung pemerintahan yang ada, maka hanya ada dua fraksi yaitu 
gabungan fraksi pemerintah dan fraksi oposisi. Koalisi permanen tersebut, 
harus mencapai 55 persen atau lebih baik lagi kalau jumlah tersebut bisa 
mencapai 60 persen.Ia mengatakan, masa transisi pemerintahan sudah 
cukup selama lebih dari 10 tahun terakhir ini. Saat ini harusnya sudah ada 
konsolidasi mengenai sistem politik, tata negara dan pemerintahan 
daerah, untuk menciptakan pemerintahan yang kuat. Artinya bahwa koalisi 
permanen tersebut bukan hanya berlaku ditingkat pusat melainkan di 
semua daerah di Indonesia guna menjamin kesinambungan. 
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Koalisi Permanen dikukuhkan di dalam UU, Diakses dari http://www.jimly.com, Pada 
Tanggal 28 November 2013. 
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Pengaturan pelembagaan koalisi tersebut sangat penting untuk 
menjaga agar partai koalisi pendukung pemerintah konsisten untuk 
mendukung jalannya pemerintahan agar tercipta stabilitas pemerintahan 
dan untuk menghindari peran ganda diantara partai koalisi yang sewaktu-
waktu bisa menyerang kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak 
sesuai. 
Tujuan pelembagaan tersebut juga akan mendorong terciptanya 
stabilitas pemerintahan, maka upaya menciptakan tujuan negara seperti 
yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan 
berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan segenap elemen dalam 
pemerintahan akan mendukung program-program yang dicanangkan 
pemerintah untuk mencapai tujuan negara tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa terjadinya 
ketidakefektifan pemerintahan yang di Indonesia selama ini salah satu 
faktor penyebabnya adalah karena format koalisi partai politik dalam 
sistem pemerintahan di Indonesia selama ini masih belum menitikberatkan 
pada kesamaan visi dan program dan koalisi tersebut masih bersifat 
jangka pendek.Hal tersebut, tentu saja bisa mengganggu keefektifan dan 
stabilitas pemerintahan di Indonesia yang pada akhirnya berakibat pada 
terganggunya usaha pemerintah dalam mencapai tujuan negara seperti 
yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
Oleh karena itu, dalam upaya membentuk pemerintahan yang 
efektif, sudah saatnya partai politik yang ada di Indonesia membangun 
koalisi yang berdasarkan kesamaan visi dan program.Visi dan program 
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yang dimaksud tersebut bukan karena figur ataupun alasan-alasan 
pragmatis dan kekuasaan semata dan perlu adanya penguatan melalui 
peraturan perundang-undangan. 
Konsekuensi logis dari pilihan untuk mempertahankan praktek 
koalisi politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia adalah 
dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam praktek koalisi tersebut. 
Pada akhirnya, perbaikan tersebut akan menciptakan pola hubungan yang 
kondusif antara eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan yang dapat 
dilakukan antara lain sebagai berikut:112 
1) Pembentukan koalisi dilakukan melalui serangkaian tahapan 
negoisasi formal untuk menghindari terjadinya inkoherensi 
paradigm bernegara, inkoherensi sistem politik dan pemerintahan, 
dan inkoherensi tingkah laku kekuasaan berdemokrasi antar partai 
koalisi. Tahapan negoisasi formal ini merupakan landasan penting 
untuk menetapkan komitmen dan konsistensi partai politik dalam 
rangka menjaga keberlangsungan koalisi. Dalam tahapan ini, 
partai politik yang akan membentuk koalisi bersama-sama 
menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan 
diusung. Untuk menentukan calon tersebut, dapat didasarkan 
pada hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon. Dengan 
demikian, partai politik anggota koalisi mempunyai tanggungjawab 
yang lebih besar atas kelangsungan pemerintahan koalisi. 
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 Susi Dwi Harijanti, 2009, Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 
1945: Memperkuat Presidensialisme. Jurnal Komisi Yudisial Indonesia, Jakarta 
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2) Pelaksanaan praktek koalisi tidak hanya didasarkan pada 
transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama 
yang mengakomodasi kepentingan rakyat. Pembentukan platform 
ini didasari oleh kebersamaan ideologi partai politik bersangkutan. 
Artinya bahwa, partai-partai yang mempunyai kesamaan ideologi 
saja yang dapat menjadi mitra koalisi. Selain itu, platform yang 
telah disepakati tersebut harus dideklarasikan kepada rakyat 
secara layak sehingga rakyat turut serta mengawal jalannya 
koalisi. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada rakyat, 
koalisi tersebut harus menyampaikan pencapaian-pencapaiannya 
selama masa pemerintahan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Koalisi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari di 
dalam proses politik bangsa yang menganut sistem politik 
multipartai. Ada banyak alasan bagi partai politik untuk melakukan 
koalisi. Apalagi jika sistem kepartaian terjadi dalam sistem 
pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem 
kepartaian yang multipartai. Perpaduan presidensial dan multipartai 
pragmatis di Indonesia memiliki implikasi politik terhadap 
konfigurasi dan pola koalisi di lembaga eksekutif dan legislatif. 
Jumlah partai politik peserta pemilihan umum yang cukup banyak 
menghasilkan partai yang banyak pula. Perubahan kekuatan politik 
yang terjadi berimbas terhadap perubahan kekuatan politik pada 
lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam sistem 
pemerintahan presidensial Indonesia. 
2. Secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 
1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. 
Kemudian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan 
syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR 
atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai 
politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden.Dengan ketentuan aturan yang 
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tersebut diatas, partai politik yang tengah mempersiapkan 
Pemilihan Presiden harus sejak dini mempertimbangkan agar 
koalisi tidak menjadi cobaan berat bagi Presiden untuk 
menjalankan roda pemerintahan. Bagaimanapun, ide dasar 
pembentukan koalisi partai politik harus dalam kerangka untuk 
memperkuat sistem presidensial di Indonesia dan membangun 
sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih efektif. 
 
B. Saran 
1. Diperlukan adanya pelembagaan koalisi partai politik yang 
permanen, minimal koalisi partai politik itu untuk jangka waktu lima 
tahun. Selain itu, sebelum melakukan koalisi, partai-partai politik 
yang hendak berkoalisi mempunyai kesamaan visi sehingga 
nantinya dapat terbentuk suatu pemerintahan yang kuat. Untuk itu, 
pelembagaan koalisi partai politik yang permanen dapat juga untuk 
menjaga agar partai koalisi konsisten untuk mendukung jalannya 
pemerintahan agar tercipta stabilitas pemerintahan, dan untuk 
menghindari peran ganda diantara partai koalisi yang sewaktu-
waktu bisa menyerang kebijakan pemerintahan yang dianggap 
tidak sesuai dan untuk memudahkan proses check and balances 
antara eksekutif dan legislatif melalui dukungan koalisi partai politik. 
2. Diperlukan adanya koalisi partai politik yang sifatnya permanen 
yang ditetapkan melalui aturan-aturan Undang-Undang yang lebih 
jelas sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan 
efisien. 
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